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Abstrak
 

Korupsi sistemik merupakan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Hal ini ditunjukan dari

Laporan Transparency International tahun 2005 mengenai Corruption Perception Index yang menempatkan

Negara Indonesia pada rangking 134 dan 158 negara yang di survey. Korupsi sistemik yang melanda

birokrasi dad berbagai instansi di struktur pemerintahan. Walaupun, telah banyak peraturan

perundangundangan anti korupsi yang telah diterapkan, namun persoalan korupsi ini tidak kunjung usai.

Bahkan, Komisi Pemilihan Urnum, sebagai lembaga pengawal dan instrumen demokrasi yang menentukan

kualitas kepemimpinan negara ini dan berasal dari unsur kalangan independen, juga tidak terlepas dan

"virus" korupsi. Dalam konteks seperti ini, upaya pemberantasan korupsi belum menampakan hasil nyata

dan masih dilihat sebagai upaya elitis penegak hukum dan belum melibatkan peran serta masyarakat sipil.

Sebagai kejahatan luar biasa, cara-cara luar biasa dalam melakukan pemberantasan korupsi, dengan

melibatkan elemen masyarakat sipil seperti LSM, merupakan salah satu altematif ditengah kebuntuan

pemberantasan korupsi yang diintrodusir oleh pemerintah.

 

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran peran dan

pengalaman koalisi LSM dalam pengungkapan kasus korupsi KPU, strategi dan bentuk advokasi yang

dilakukan, pola hubungan anggota Koalisi LSM, hasil dan dampak yang dicapai serta faktor pendukung dan

penghambat dalam melakukan gerakannya. Pada akhimya, penelitian ini mengajukan tawaran solusi untuk

peningkatan peran serta LSM dalam pemberantasan korupsi, dan tawaran kebijakan agar kasus korupsi KPU

tidak terulang, berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi selama penelitian. Dalam konteks ini,

penelitian peran Koalisi LSM dalam pemberantasan korupsi dengan studi kasus korupsi KPU

mempergunakan pendekatan kualitatif. Sementara kerangka teori yang dipergunakan meliputi teori civil

society diantaranya dan Toqueville, Habemas dan Putnam, LSM dan korupsi dari Alatas dan Klitgaard.

 

Korupsi di KPU merupakan gambaran korupsi sistemik yang berada di birokrasi, karena melibatkan aktor

dari instansi lain seperti Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Para

pengusaha yang melakukaan pengadaan barang dan jasa di KPU. Kalangan KPU yang dikenal sebagai

akademisi tidak terlepas dari jerat korupsi sistemik yang disebabkan iemahnya mekanisme pengawasan atau

kelembagaan di KPU, kebijakan penganggaran yang tidak aplikatif diterapkan dalam proyek politik Pemilu

yang menelan anggaran besar, dan sistem pengadaan barang dan jasa yang memberika kondisi atau

mendorong terjadinya korupsi di lembaga ini. Pada akhimya, menimbulkan modus-modus korupsi seperti

mark-up dalam pengadaan logistik Pemilu, suap untuk melakukan pencairan anggaran maupun pemeriksaan,

dan aliran dana "kick -back" yang berasal dari pengusaha ke sejumiah oknum di KPU.

 

Peran Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas yang terdiri dari 5 LSM ini (FITRA, FORMAPPI,
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LBH Jakarta, IPW dan KIPP Indonesia) masih belum mampu untuk membedah secara mendalam korupsi

sistemik yang terjadi di KPU. Laporan dugaan korupsi KPU yang disusun Koalisi LSM masih sebatas

pengungkapan kasus korupsi yang muncul ke permukaan dan belum menunjukan secara nyata terjadinya

korupsi di KPU. Namun demikian, Laporan Koalisi LSM ini, merupakan bukti awal bagi KPK untuk

mengungkap kasus korupsi ini lebih jauh. Dalam advokasi-advokasi yang dilakukannya, Koalisi LSM

mempergunakan kontrol ekstemal melalui pembentukan opini publik di media massa dalam bentuk diskusi

publik dan kofrensi pers dan mempergunakan mekanisme kenegaraan yang ada dengan melakukan tekanan-

tekanan kepada DPR, KPK dan BPK untuk menindakianjuti laporannya. Gerakan Koalisi LSM ini dapat

dikategorikan dalam gerakan sosial baru karena tidak lagi mengandalkan massa. Pola hubungan internal

koalisi dengan kepemimpinan kolektif dan mekanisme pengambilan keputusan secara bersama,

menumbuhkan adanya solidaritas, kepercayaan dan etika berjaringan yang dipahami bersama.

 

Di tingkat eksternal, dalam melakukan advokasinya Koalisi LSM dihadapi oleh isu sebagai gerakan yang

berupaya menggagalkan Pemilu dan tuntutan pencemaran nama baik. Ditingkat internal, data-data yang

dilaporkan Koalisi LSM belum menunjukan bukti yang kuat terjadinya korupsi di KPU, besaran dugaan

korupsi yang berubah-ubah dan kesulitan mengkases data serta slat bukti. Meskipun demikian,

pengungkapan kasus korupsi KPU merupakan tonggak titik terang upaya pemberantasan korupsi di

Indonesia. Kasus korupsi KPU sebagai kasus terbesar pertama yang ditangani KPK, menjadikan lembaga ini

memperoleh kepercayaan publik ditengah kebuntuan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, penguatan

pecan LSM dalam pemberantasan korupsi, dengan visi yang jelas menjadi penting untuk diperhatikan.

 

Ke depan untuk mencegah terjadinya korupsi di KPU dan meminimaiisir terjadinya korupsi sistemik di

lembaga lain, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan kelembagaan KPU dengan meningkatkan

posisi dan kewenagan Panwaslu, pembenahan dalam sistem penganggaran dengan menerapkan pendekatan

kerangka pengeluaran jangka menengah (MTEFIMedium Term Expenditure Framework), dan reformasi

dalam pengadaan barang dan jasa publik, seperti pembentukan badan indpenden. Sementara untuk LSM-

LSM anti korupsi perlu melakukan konsolidasi untuk tidak sekedar mengungkap kasus korupsi melainkan

juga mendorong adanya kondisi, instrumen dan kebijakan yang anti korupsi.


